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BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 

PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

SlP f DO U .  EN1'A 

8AGIA HUKU «• 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 

NOMOR 1, TAHUN 2016 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP 

DESA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
.,.......__ 

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat ( 1 )  Peraturan Pemerintah 
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015  tentang Dana Desa Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 
Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 
Anggaran 2016;  

1 .  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015  tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015  Nomor 157,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ) ;  

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20 1 4 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 4 
Nomor 168 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015  tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 5  
Nomor 157 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717 ) ;  

10 .  Peraturan Presiden Nomor 1 37 Tahun 2 0 1 5  tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
20 1 6 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5  Nomor 
288 ) ;  

1 1 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 /PMK.07 /2 0 1 5  
tentang Tata Cara Pengalokasian,Penyaluran,Penggunaan, 
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967 ) ;  

12 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 3  Tahun 201 4  
tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 ) ;  

13 .  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 
Transmigrasi Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 5  ten tang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016  (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 1 5  Nomor 1934 ) ;  

14 .  Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2015  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
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Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 
Kotawaringin Timur Tahun 2015  Nomor 12) ;  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN 
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur. 

2 .  Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur. 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin 
Timur. 

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya 
disingkat dengan BPMPD adalah SKPD yang melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, dan Pembinaan 
Pemerintahan Desa/ Kelurahan 

5. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat 
dengan DPKAD adalah SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan 
daerah dibidang bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 
secara demokratis 

10 .  Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; 

1 1 .  Peraturan Desa selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang­ 
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama BPD. 

12 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan 
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disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan 
Perdes. 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan terhadap tata 
cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa untuk setiap desa Kabupaten 
Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2016  

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan tansparansi dalam pembagian dan 
penetapan besaran Dana Desa kepada desa secara merata dan berkeadilan yang 
digunakan untuk memajukan dan mensejahterakan desa 

Pasal 4 

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. pembagian dan penetapan besaran dana desa; 

b. penyaluran dana desa; 
c. penggunaan dana desa; 
d. pelaporan dana desa;  
e. sanksi; dan 
f. Ketentuan Penutup. 

BAB III 

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA 

Pasal 5 

DD adalah dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang diperuntukkan bagi Desa, dan dianggarkan dalam APBDesa. 

Pasal 6 

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 
Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara 
merata dan berkeadilan berdasarkan: 

a. alokasi dasar; dan 

b .  alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, 
angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap 
kabupaten/kota. 

Pasal 7 

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dihitung 
berdasarkan alokasi dasar Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah 
ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden 
Nomor 137 Tahun 20 15  tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2016 .  
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Pasal 8 

Penghitungan alokasi formula setiap Desa dilakukan dengan menggunakan 
formula sebagai berikut: 

W = [(0,25 x 2 1 )  + (0,35 x 22) + (0, 10 x 23) + (0,30 x 24)] x (DDkab-- ADkab) 

Keterangan: 
W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan 
geografis Desa setiap kabupaten/kota 

21 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk 
kabupaten/kota 

22 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk 
miskin Desa kabupaten/kota 23 = rasio luas wilayah Desa setiap 
Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional 

24 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang 
memiliki Desa 

DDkab = pagu Dana Desa kabupaten 
ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam 

kabupaten 

Pasal 9 

Alokasi formula dihitung berdasarkan data dasar yang terdiri dari jumlah 
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indek kesulitan georafis 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b yang bersumber dari data dasar 
yang diberikan kementerian keuangan Republik Indonesia. 

Pasal 10 

Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam 
APBDesa. 

Pasal 1 1  

( 1 )  Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur 
Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud Pasal 10 tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(2) Data dasar sebagaimana dimaksud Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

BAB IV 

PENY ALURAN DANA DESA 

Pasal 12 

( 1 )  Penyaluran Dana Desa dilakukan SKPD-DPKAD melalui pemindahbukuan 
dari dari Rekening Kas U mum Daerah ke Rekening Kas Desa setelah 
menerima surat usul pemindahbukuan Dana Desa dari SKPD-BPMPD. 

(2) SKPD-DPKAD memberikan rekomendasi pencairan kepada desa setelah DD 
masuk ke Rekening Kas Desa. 

(3) surat usul pemindahbukuan Dana Desa dari SKPD-BPMPD sebagaimana 
dimaksud ayat ( 1 )  hanya bagi desa yang telah menyampaikan kewajibannya. 

(4) SKPD-BPMPD membuat susulan surat usul pemindahbukuan Dana Desa bagi 
desa yang terlambat menyampaikan kewajibannya. 
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(5) Proses pemindahbukuan oleh SKPD-DPKAD dari Rekening Kas Umum Daerah 
ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
setelah usulan dari SKPD-BPMPD diterima SKPD-DPKAD. 

Pasal 1 3  

Pemindahbukuan Dana Desa dilakukan secara bertahap: 

a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus); 
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40°/o (empat puluh perseratus); dan 
c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20°/o (dua puluh perseratus). 

Pasal 1 4  

Pemindahbukuan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 1 3  huruf a 
dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: 
a. Perdes mengenai APBDesa Tahun Anggaran 2016 .  

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. 
c. Perdes dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b 

disampaikan kepada bupati melalui SKPD-BPMPD paling lambat minggu 
kedua bulan Maret . 

Pasal 15  

Pemindahbukuan Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud Pasal 1 3  huruf b 
dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: 
a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I. 

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan 
sebesar 50°/o (limapuluh per seratus). 

c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I 
sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati melalui SKPD-BPMPD 
paling lambat minggu kedua bulan Juli. 

Pasal 16 

Pemindahbukuan Dana Desa Tahap III sebagaimana dimaksud Pasal 1 3  huruf c 
dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: 
a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II. 
b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana 

dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan 
tahap II telah digunakan sebesar 50°/o (lima puluh per seratus). 

c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I 
dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati melalui 
SKPD-BPMPD paling lambat minggu kedua bulan September. 

Pasal 1 7  

( 1 )  SKPD-DPKAD memberikan rekomendasi pencairan sebagaimana dimaksud 
Pasal 12 ayat (2) berdasarkan permintaan desa. 

(2) Permintaan desa sebagaimana dimaksud ayat ( 1 )  dengan melampirkan: 

a. Rekomendasi Camat. 

b. SPJ Realisasi DD sebelumnya yang telah diverifikasi Camat. 

(3) SPJ Realisasi DD sebelumnya yang telah diverifikasi Camat sebagaimana 
dimaksud ayat (2) huruf b, dilarang diverifikasi ulang oleh SKPD-DPKAD. 

(4) Dalam hal SKPD-DPKAD tetap melakukan verifikasi ulang, personil yang 
melakukan verifikasi ulang bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran 
formal dan kebenaran materil SPJ Realisasi DD yang diverifikasinya. 
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(5) SPJ Realisasi DD sebagaimana dimaksud ayat. (2) huruf b, menu�uk�an 
paling kurang pencairan DD sebelumnya telah digunakan sebesar 50 Yo (Iima 
puluh per seratus). 

Pasal 1 8  
Format laporan realisasi penggunaan DD sebagaimana Lampiran III merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

BAB V 
PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 19 
Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat. 

Pasal 20 
Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 19 terdiri dari : 
a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan 

Desa antara lain: 
1 .  Pembangunan / pemeliharaan irigasi desa dan pemanfaatan irigasi 

Kabupaten; 
2 .  Pembangunan/ Peningkatan/ pemeliharaan jalan desa dan pemanfaatan 

jalan kabupaten; 

3 .  Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan dan pemanfaatan tambatan 
perahu; 

4. Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan jalan pemukiman dan 
pemanfaatan jalan pemukiman Kabupaten; 

5 .  Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Desa dan pemanfaatan 
jalan Kabupaten antar permukiman ke wilayah pertanian; 

6. Pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan jalan usaha tani; 
7 .  Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan dan pemanfaatan pembangkit 

listrik tenaga mikrohidro; 

8 . Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan 
permukiman masyarakat Desa; 

9. Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan pos keamanan dan pos 
kesiapsiagaan lainnya; 

10 .  Pengadaan/ pemeliharaan dan alat transpotrasi umum aset desa sesuai 

kondisi Desa; 

1 1 .  Pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana olah raga; dan 

1 2 .  Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan infrastruktur Desa lainnya 
sesuai kondisi Desa. 

b . pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
kesehatan antara lain: 

1 .  Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air 
bersih berskala Desa dan pemanfaatan sarana dan prasarana air bersih 
berskala Kabupaten; 

2 .  Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan pemanfaatan sarana dan 
prasarana sanitasi lingkungan; 

3 .  Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan dan pemanfaatan pos 
kesehatan Desa, Polindes dan posyandu; 

4. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; dan 
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5. Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana 
kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa dan pemanfaatan sarana dan 
prasarana kesehatan lainnya milik kabupaten yang ada di desa. 

c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
pendidikan dan kebudayaan antara lain: 

1.  pembangunan pemeliharaan dan pemanfaatan taman bacaan masyarakat, 
termasuk pengadaan buku bacaan; 

2. pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana 
pendidikan anak usia dini; 

3. pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana 
balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 

4. Pembangunan / pemeliharaan dan pemanfaatan dan pengelolaan sanggar 
belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; 

5. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa; 
6. Pemberian bantuan biaya sekolah dari Sekolah Dasar s/d SMA bagi anak 

dari keluarga kurang mampu; dan 

7. Pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana 
pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa. 

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan 
dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: 

1 .  Pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan jalan usaha tani; 

2. Pembangunan/pemeliharaan dan pemanfaatan embung Desa; 

3. Pembangunan / pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana 
pasar Desa/ kios desa; 

4. Pembangunan/ Pengelolaan dan pemanfaatan pemakaman Desa; 

5. Pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan lapangan Desa; 
6. Pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan taman Desa; 

7. Pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan serta pengelolaan saluran 
untuk budidaya perikanan; 

8. Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana produksi di Desa; 
9 . Pendirian, pembentukan, pengembangan pengelolaan dan penguatan 

permodalan BUM Desa; 

10.  Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan 
pangan Desa; 

1 1 .  pembukaan dan pemanfaatan lahan pertanian; 

12 .  pembibitan tanaman pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan; 
13 .  pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana 

penggilingan padi; 

14 .  Pembangunan/ pengelolaan dan pemanfaatan keramba jaring apung dan 
bagan ikan; 

15 .  Pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana 
lumbung Desa; 

16 .  pengelolaan usaha hutan Desa; 

17 .  pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana 
kolam ikan dan pembenihan ikan; 

18 .  pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana 
kapalpenangkapikan; 

19 .  pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana cold 

storage (gudang pendingin); 

20 .  pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana 
tempat pelelangan ikan; 
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2 1 .  pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana 
kandang temak; 

22. pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana 
instalasi biogas; 

23.  Pembangunan/ pengelolaan dan pemanfaatan mesin pakan ternak; 
24. Pengembangan usaha mikro berbasis desa; 

25.  Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa; 

26. Pengolahan dan Pengelolaan padang gembala; 
27. Pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan 

pariwisata kabupaten; dan 
28.  pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa. 

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain: 
1 .  penghijauan; 

pembuatan terasering; 
pemeliharaan hutan bakau; 
perlindungan mata air; 

pembersihan daerah aliran sungai; 
perlindungan terumbu karang; 
Pencegahan dan pemadaman kebakaran lahan; dan 
kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. 

Pasal 2 1  

Prioritas pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 19 terdiri 
dari: 
a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa; 
b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa 

maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya; 
c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat 

Desa; 
d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk 

memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; 
e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; 
f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa 

dan Hutan Kemasyarakatan; 

g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui: 
1 )  kelompok usaha ekonomi produktif; 
2) kelompok perempuan; 
3) kelompok tani; 
4) kelompok masyarakat miskin; 

5) kelompok nelayan; 
6) kelompok pengrajin; 
7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 
8) kelompok pemuda; dan 
9) kelompok lain sesuai kondisi Desa. 

h. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; 
1. Pelatihan teknologi tepat guna; 

2. 

3. 

4. 

·-------- 5. 

6.  

7. 

8. 

J .  Pengorganisasian melalui pembentukan 
kemasyarakatan dan lembaga adat; 
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k. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat; 
1. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; 
m. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, 

perempuan, masyarakat adat, dan difabel; 
n. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat; dan 
o. Peningkatan kapasitas Sumber Daya kelompok masyarakat. 

Pasal 22 

( 1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk 
dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 setelah mendapat persetujuan bupati. 

(2) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)  diberikan pada 
saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa. 

(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  
bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi 
prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. 

BAB VI 

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 

Pasal 23 

Perencanaan pembangunan sarana berupa Rencana Anggaran Kegiatan (RAB) 
dan desain Gambar dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Kegiatan pembangunan secara swakelola, maka Rencana Anggaran Kegiatan 
(RAB) dan desain digambar secara manual oleh tim pelaksana kegiatan. 

b. Rencana Anggaran Kegiatan (RAB) dan desain gambar sebagaimana dimaksud 
huruf a ditanda tangani oleh ketua tim pelaksana kegiatan 

c. Desain Gambar sebagaimana dimaksud huruf b diperiksa dan disetujui oleh 
Dinas/Instansi terkait dan/ atau Pendamping desa. 

d .  Kegiatan pembangunan melalui penyedia, maka Rencana Anggaran Kegiatan 
(RAB) dan desain Gambar dibuat oleh tenaga konsultan atau SKPD teknis. 

Pasal 24 

Dalam menyusun Rencana Anggaran 
berpedoman pada Standar Harga 
mempertimbangkan : 

a. Pajak-Pajak. 

b. Ongkos angkut sampai kelokasi. 

Kegiatan (RAB) sebagai dimaksud 
Barang Jasa Kabupaten dengan 

Pasal 25 

( 1 )  Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 23 dianggarkan dalam 
APBDesa maksimal 3% (tiga per seratus) baik secara swakelola maupun 
melalui penyedia. 

(2) sebagaimana dimaksud ayat ( 1 )  dibayarkan setelah pembangunan selesai 
100°/o (seratus perseratus) atau pada akhir tahun anggaran dan dibayar 
sesuai hasil pekerjaan 
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BAB VII 

PENGAWASAN 

Pasal 26 

( 1 )  Pengawasan pembangunan desa oleh BPD pada tahapan perencanaan 
pembangunan desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa yang 
dilakukan secara swakelola. 

(2) Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa pada pelaksanaan 
pembangunan desa yang dilakukan baik secara swakelola dan maupun 
melalui penyedia . 

(3) Pengawasan pembangunan Desa oleh Kasi PMD Kecamatan pada pelaksanaan 
pembangunan desa yang dilakukan baik secara swakelola dan maupun 
melalui penyedia . 

Pasal 27 

( 1 )  Biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 26 dianggarkan dalam 
APBDesa maksimal 4% (empat per seratus) baik secara swakelola maupun 
melalui penyedia. 

(2) Biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat ( 1)  dibayarkan setelah 
pembangunan selesai 100% (seratus perseratus) atau pada akhir tahun 
anggaran dan dibayar sesuai hasil pekerjaan. 

BAB VIII 

PELAPORAN 

Pasal 28 

( 1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan 
laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan 
Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati melalui SKPD­ 
BPMPD. 

(2) Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana lampiran III 
peraturan Bupati ini. 

BAB IX 

SANKS I 

Pasal 29 

( 1 )  Bupati melalui SKPD-BPMPD menunda usul penyaluran Dana Desa dalam 
hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/ a tau laporan realisasi 
penggunaan semester sebelumnya. 

(2) Penundaan sebagaimana ayat ( 1) dilakukan sampai dengan disampaikannya 
APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya 

(3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan 
penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar. 

(4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) ,  
berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana 
Desa yang diterima Desa. 
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